Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Dgl

oz P oas Il all piy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, NIK: 7203327420790001, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal

di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
SATPOL, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10

Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala,

Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Dgl, tertanggal 10 Februari 2022 telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0297/014/VIIl/2017 tanggal 21 Agustus
2017.
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2.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah orang tua Penggugat selama pernikahan.
3.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama
Khumaira binti Suriadi, umur 4 tahun.
4.

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi

perselisihan dan pertengkaran namun pada bulan September 2019,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang.

5.
Bahwa sejak waktu tersebut di atas selama 2 tahun berturut-turut hingga

sekarang, Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha menghubungi
dan menemui Tergugat untuk kembali membina rumah tangga bersama-
sama Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Tergugat
menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk
bercerai dengan Tergugat.

7.

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Suriadi bin Ladullah)

terhadap Penggugat (Afriana binti lhsan).
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.
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SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya karena
berdasarkan relaas panggilan Nomor 67Pdt.G/2022/PA.Dgl Jurusita tidak
bertemu dengan Tergugat lalu relaas tersebut diteruskan ke Kantor Kelurahan
setempat dan petugas kelurahan menyatan bahwa Tergugat tidak berdomisili di
alamat sebagaimana alamat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan atas nasihat
tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali membina rumah
tangganya dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah
sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk
tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49
ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum
Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, gugatan Penggugat telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
20009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang kepersidangan dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidak
hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat harus dinyatakan tidak
hadir sedangkan dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum
maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat
(verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat.
Atas usaha Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mengakhiri
sengketa rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat
menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah
mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, dimana pencabutan
permohonannya dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap
pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal
271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut
patut dikabulkan dan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan
perkara, maka sesuai ketentuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama Edis Revisi Tahun 2013 Majelis Hakim
berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar penetapan yang
isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
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Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;
Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
67/Pdt.G/2021/PA.Dgl dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Irham Riad, S.H.I.,
M.H., sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. dan Zuhairah
Zunnurain, S.H.l., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Hj. Sitti Rabiyah, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. Irham Riad, S.H.l., M.H.

Zuhairah Zunnurain, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.
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Perincian biaya:

- Biaya PNBP ‘Rp 70.000,00
Biaya proses "Rp 75.000,00
Biaya Panggilan : Rp  240.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
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